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TANGGUNG JAWAR PENGANGKUTAN KARGO UDARA DARI
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{ STUDI KASUS PADA PT. GARUDA INDONESIA )
{ Nelly Nirta, Fakultas Huloum Universitas Andalas, 2009)

ABSTRAK

Dewasa ini, pengangkutan udars baik dalam skala nasional maupun
interrasional  memiliki  peranan yang  sangal  penting.  Kebuatuhan  akan
pengangkutan melalui udara ini tidak banya berlako bogi penumpang tetapi juga
lerhadap penpanpkutan kargo, Seiring denpan perkembangan dan kemajuan
dunia penerbangan. penganghutan melale udara tidak bisa dilepaskan dard
masalab tangeung jawab penpangkit Khususnya delam penpangkutan karpo.,
Penginm dapal melakoukan klm atag tuniolan terhadap tsnggong jawab
pengangkul Jika pada pelaksanaannya ditemukan karpo dalam keadaan rusak,
hilang atau musnah. Dalam hal ini ada beberapa  permasalaban vailg
hagaimanakah pelaksanuan penganghonan kargo pada PT.Gareda Indonesia dari
aspek yuridis, bagaimanakah fanggung jawab terhadap pengongkutan kargo
serta kendala dan upaya apa yang terdapat dalam pelaksanasn pengangkuton
kargo pada PT. Garuda Indonesia, Skopst ini menggunakan metode penelitian
hukuwm yundes normalif, vaitu penelitian vang dilakukan terhadap bahan hukum
primer, sckunder dan tertier vang diperoleh dar penslitian kepustakaan. Dalam
pengolaban  data, digunakan teknik  analiss  da kvaliumif.  Pengaluran
penganpkoian kargo scears internasional terdapat dalam Konvensi Warsawa
1929 beserta amandemennya  tentang  Penvatuan Bebaraps  Hukum
Pengangkutan Udara Internasional sedanpkan dalam bukum nasional terdapar
pada Ordonansi Penganghkutan Udara Sth, 1939 No 100 sema dalam Undane-
undang No. | Tahon 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Moodd
Tahun 1995 tentang Angketan Udara, Dalam melsksanakan pengangkutan
kargo melalui udara pada PT Garada Indenesia telah dizsesuaikan dan memenuhi
sepala prosedur der peraturan vang  borlaku, molar darr reservasi standar
pembungkusan kargo, pengecekan Kargo,mengisi dokumen-dokumen yang
diperlukan, menyerahkan kargo yang akan diangkul serta pembayarannva pada
pengangkul. Tangpung jawab mutlak {Abhsolute Liekiling meropakan tangpung
jawab yang dipunakan dalam duniz internasional maupun nasional pada saat
sekarang i, dimana pengangkul berlemgpung jawsb secars matlak tanpa
mizhihat ada atau Gdak adanys kesalahan terhadap kemusoahan kebilangan dan
kerusakan pada kargo sebagaimana termuat dalam pasal 18 Kenvensi Montreal
1999 dan pasal 145 Undang-undang No, @ tghun 2009 Namun ada beberapa
kendala yang senng dilemnn dalam penganghutan kargo pada PT, Garmda
Indonesia vaitu adanya keadaan memaksa {force majenr), kesalahan dalam
penganghkutan, dan adanya manipulasi dalam memberikan keterangan pada surat
muatan udara. Sifat tegas dan pengawasan yvang sebaik-batknya serta slalu akiaf
untuk memberitahukan informasi vang jelas kepada penpirim merupakan suatu
upinyva uniuk menpatnst kendala tersebut,



PENDAHULTTAN

A. LATAR BELAKANG

Angkuotan udara merupakan alat transportasi vang penting dan simlegis
bagl semua negara tidak terkecuali Indonesia. Tak dapat dipungkin hal ini
discbabkan oleh Keadasm Indonessa vang terdin dan daerah kepulouan dan secar
genprafis letak wilayzh yang satu depgan wilayah lainnya sangat berjauhan. Hal
inilah yang menycbabkan Indoncesia sangat membutubkan angkutan udara schagai
sarana transportasi, baik dalam hal vnlok  pengangkutan penumpang orang
maupun  karpo. Penganpkotan melalui odarg im idak hanya berlaku secaran
nasional tetapt juga berskala internasional.

Memasuki abad 21 i, kebutuhan — kebutuhan nepara dan masvarakat
imtemasional di segala bidang semakin meningkat. Tidak hanva  kebutuhan
individu tetapi juga kebutuhan negara terhadap peckembangan-perkembanzan
vang ada dalam wilayah nasional dan dunia internasional teotinya. Oleh karena
e anghutan wlara merupakan aial iransportasi yang tepal untuk memenohi
berbagai macam kebutuhan-kebutuban tidak terkecuali dalam pengiriman kargo.

Pesawat terbang  schagal sarana  tansportasi  tercepal  mempunyii
pengaruh yang besar dalam dunia perdagangan, apalapt dalam penganpkutan
wargo melalui wdara yang mana saat ind bukan Jah merupakan suatu bal yang Juar
tizsa karena telah dipergunzkan secara umwm, Hal im disebabkan karena

cengangkutan kargo melalul udara tidak memakan waktu yang lama, cepal



diterima oleh pihak ketiga (pihak penerima) serta dapal mempereepat ars
perdagangan.

Meskipun  perkembangan  pengangkutan  karge  tidak  sepesal
perkembangan pengangkutan penumpang, akan tetapi tidak menghalangi pihak
pengangkut untuk tetap melakukan penpembangan terhadap pesawat-pesawat
vang mampe mengangkut karpo dalam jumilah yang banyak, Penganghkotan kargo
udara baik  nasional maupun  internasional sudah  merupskan  produk jasa
pengangkutan udara vang berdampingan dengan pengangkutan penwimpang.

Seperti yang diuraikan diatas, bahwa pengiriman karge melalul udama
dapat dilakukan dengan cepat tetapi bal tersebut Gdak dapat menjamin tidak
adonya resiko vang akan ditimbulkan, diantaranva dapat berupa kemusnahan.,
kehilangan atau kerusakan kargo selama dalam penpanpgkutan udara. Oleh karena
itu dalam melakukan penginiman kargo melalul udara harus selalu disertakan
Surat Muatan Udara (SMLU) atas vang dikenal juga dengan Aée By B0 (AWB),
vang berisi mengenal identitas penginim, pengangkut dan penerima karpo, serta
jenis dan kargo terschut, Sccara Gdak langsong Sorat Muatan Udara mempakan
suaty kontrak |, penyerahan kargo. dan penerimaan persvaratan perjanjion, jugs
merupakan  intrukst kepada penganghkut dimana dan kepads  siapa kargo
diserahkan'. Schagaimana vang termust dalam pasal 7 avat 1. BAB 111 Surat
Muoatan Udara, Ordonanst pengangkutan Udara (Luchvervoer Ordonanntie —

Staatsblad 1939 No, [00) menyatakan :

=

Toto T. Surizarmadja, Pengarghnitan Kargo Udgra, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm
51



“ Settap pengangkut harang bechak wnink meminta pada pengirim
witek membiat dan o’ pikak penpangkur sebolibrva )
memberikan suatu sural vang diramakan dergan Sural Mumstan
Udara”

Dt dalam  penyelenggaraan  penerbangan  {angkutan  odam)  selalu
mengacy pada norma-norma hukuem intermasional mavpun nasional vang berlaku,
Adapun salah satu produk hukoen di bidang widara & Indonesia adalah Ordonansi
Pengangkutan Udara {(OPU) Stb. 1939 Ne. 100 yang mana ketentuan ini masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentanpan dengan Undasp-undang atan belum
dipant  denpan Undang-undang yang baru, Kemuodian terhadap Ordonansi
Penpangkutan Ldara ini telah dilakukan  langkah-langkah  perubaban  dan
penyempurnaan dalam bentuk Undang- undang  tersendini vaite Undang-undang
Mol Tahun 2009 tentang Pencrbangan, OPL adalabh  ratifikast dari Konvensi
vang ditanda tangani di Warsawa pada tanggal 12 Okiober 1929 atau lebih dikenal
dengan Konvensi Warsawa 1929, Keonvensi  ini merupakan perjanjian
internasions] pertama dalam bidang hukum udara perdata”.

Konvensi Warsawa ini merupakan salah satu konvensi yang berhasil
dalam wsaha terciptanya unifitkast di bidang hukum perdata yang mana berisi
znlara lain ketentuan-ketentuan mengenai fsnggung jawab pengangkut dalam
cengangkutan wdara internasional. Konvensi Warsawa 1929 hanva  berlaku
erhadap transportasi udara internasional, seiring perkembangan dalam dunia

renerbangan konvensi Warsawa telah beberapa kali mengalami amandemen,

sacfullah Winndipradja  dan Mieke Fomar Kontaotmadja, Huofem  drglose Dan
ereembangamvg, Remadie Korva O, Bandung, 1982, hlm. 5%,
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BAB 1V

FPENLUTUP

A, KESIMPULAN

I. Pelaksarasn penganghutan kargo melalui udara baik pengangkutan kargo
nasional maupun internasional telah diatur secarn hukom seperil vang
termuat pada Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Hague 1955 dan
Ronvensi Montreal 1999 serta OPU Ne 1001939 dan U0 N, 12009
PT.Caruda Tndonesia didalam prakicknya, pelaksanaan pengangkutan kargo
harus memenuhi sepala prosedur yang berlako sesuai hukum dimana kargo
yang diangkut harus melewati ahap-tahap  pemeriksaan mulai dari
melakukan reservasi, standar pembungkusan kargo, pengecekan kargo,
mengisi dokumen-dekumen vang diperlukan contohnya surat muatan udars
alau air wapbill,  menyerahkan  kargo  vang akan  diangkul  seria
pembalyum_nn}'a pada penganpkut. Prosedur tersebut berivjuan uniuk
menjaga  heselamatan  penerbanpan  serta  hentuk  tangpung  jawab
pengangkut dalam melakukan penganpkutan kargo udara

2. Tanggung jawab pengangkut yanp berlaku pada saac ini baik secara nasional
maupun iternasional adalah tangeung jawab mutlak, PT.Garudy Tndonesia
schagal penganpkut vang telall beroperasi secearn internasional telah
menerapkan  tanggung  jawab  owtlak ini dalam pelaksanaan
pengangkutannya. Garuda Indonesia tidak hanya menujukan tanggung
jawab  lersebut  terhadap  penumpang  tetapi juga  berluku  dalam

penpangkutan karge baik nasional maupun  intermasional. Ketentuan
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E.

3.

3

mengenal tanggung jawab pengangkut ini dapat ditemuokan dalam pasal 18
Konvens: Montreal 1999 dan pasal 145 Undang-udang MNo.1 Tabun 2009,

Kendala-kendala vang sering ditemui dalam pelaksanaan pengangkulan
kargo udara, khususnya pada PT.Garuda Indoncsia diantaranva  yaitu
adanya kesalahun dalam pengangkutan, melebibi kuota yang sewajamyd.,
memanipulasi dokumen surat muatan cdara, kurangnya pemahaman dalam
proses  pembungkusan kargo serla adanva keadaan memaksa iforce
mafesr). Upaya yang dilakukan Garuda Indonesia adalah bersifat tegas dan
mengadakan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dan kelalsian serla

selalu aktil memberikan informasi mengenai pengangkutan terbadap karpo.

SARAN

- Pertu segera menindaklanjutt Undang-undang Mol Talm 2009 tentang

Penerbangan, khususnva jumlah ganti kerugian terhadap kargo. dengan
Peraturan Pemerintah sebacai pelaksana dari Undang-undang tersehut.
Perlinya bagi pemenintah indonesia untuk mengadakan perubaban terhadap
Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (OPU) vang juga merupakan acuan
hukum  dalam  penganghutan  udars,  ferotama menvangkul  masalah
langpung jawab supaya tidak terjadi dualisme dalam mencraphkan prinsip
tzngprung jawab.

PT. Garuda Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kembali koordingsi
dan kegjasama dengan pengangkut udara yang berasal dari negara-negara
berkembang lainnya untuk mengambil langkah-langkah vang herkenaan

dengan keselamatan pengangkulan udara dan penerapan tanpgung jawah
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